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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2008
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2. Bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;

5. Potensinya memadai;

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999.

Pajak Hotel dipungut atas pembayaran pelayanan di Hotel, objek Pajak hotel dan adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan di Hotel meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

2. Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

5. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang di bawa pulang.

Persyaratan Pembayaran Bulanan/Setoran Masa Pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Surat Setoran pajak Daerah ( SSPD );

2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD );

3. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah;

4. Melaporkan ke Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti penerimaan bulanan.

Pajak Hotel dihitung dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak wajib mendaftarkan usahamya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari pada  bulan berikutnya dari masa pajak. 
Kota bandung merupakan salah satu kota di Provinnsi Jawa Barat yang menerima otonomi dengan sgala konsekuensinya untuk menyelenggarakan aktifitas pemerintahan di daerah. Sebagai gambaran dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 seperti tertera pada tabel berikut: 
Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2008.
	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Hotel Bintang 5
	Rp 18.295.250.885

	02
	Hotel Bintang 4
	Rp 25.068.857.090

	03
	Hotel Bintang 3
	Rp 10.753.889.312

	04
	Hotel Bintang 2
	Rp  4.269.566.042

	05
	Hotel Bintang 1
	Rp  556.041.198

	06
	Hotel Melati  3
	Rp  4.499.819.801

	07
	Hotel Melati 2
	Rp 1.037.515.569

	08
	Hotel Melati 1
	Rp 566.828.900

	09
	Losmen/Penginapan/Rumah Kos
	Rp 138.930.866

	Jumlah Pajak Hotel
	Rp 65.186.749.663


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 65.186.749.663,00., dari Sembilan  jenis hotel yang dikenakan pajak.
4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2008
Pajak Restoran sama halnya dengan pajak hotel dimana dipungut atas pembayaran pelayanan di Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan di Restoran yang meliputi:

1. Jasa persewaan ruangan tampat makan dan minum.

2. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang di bawa pulang.

Pajak restoran ditetapkan berdasarkan Perda Kota Bandung No:03 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran. Objek dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran kepada restoran. 

Persyaratan Pembayaran Bulanan/Setoran Masa Pajak hotel dan Restoran :

1. Mengisi formulir Surat Setoran pajak Daerah ( SSPD )
2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) 
3. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah.
4. Melaporkan ke Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti penerimaan bulanan.
Pajak Restoran dihitung dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak wajib mendaftarkan usahamya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya dari masa pajak.

Kota bandung merupakan sala satu kota di Provinnsi Jawa Barat yang mnerima otonomi dengan sgala konsekuensinya untuk menyelenggarakan aktifitas pemerintahan di daerah. Sebagai gambaran. Dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Bandung tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut: 
Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2008.

	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Restoran
	Rp 40.669.491.308

	02
	Rumah Makan
	Rp 16.246.517.945

	Jumlah Pajak Restoran
	Rp 56.916.009.253


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 56.916.517.009.253,00., yang terdiri dari restoran dan rumah makan.
4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut di atas masa pajak berlaku selama 1 (satu) bulan takwim yang kurang menguntungkan dan cenderung merugikan Pemerintah Darerah, sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota bandung tentang perubahan pertama peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II bandung nomor 11 tahun 2000 tentang pajak hiburan.

Hiburan adalah jenis pertunjukan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga

Objek dari pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolahraga, yang antara lain berikut tariffnya:
1. Pertunjukan Bioskop:

· Gol. A II Utama Sebesar 12,5%

· Gol. A II Sebesar 10%
· Gol. A I Sebesar 10%

· Gol. B II Sebesar 7,5%

· Gol. B I Sebesar 7,5%

· Gol. C Sebesar 5%

· Gol. D Sebesar 5%

· Jenis Keliling Sebesar 5%

2. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya seperti kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan Sebesar 10%

3. Pertunjukan/Pagelaran Musik dan tari Sebesar 25%

4. Diskotik, Bar, Karauke, Pub, Klub Malam Sebesar 30%

5. Permainan Bilyard Sebesar 10%

6. Permainan Ketangkasan dan Sejenisnya:

· Dewasa Sebesar 25%
· Anak-anak sebesar 10%

7. Panti Pijat Sebesar 25%

8. Mandi Uap dan Sejenisnya Sebesar 25%

9. Pertandingan Olah Raga Sebesar 12,5%

10. Permainan Bowling Sebesar 15%

11. Tempat Rekreasi termasuk didalamnya Kolam Renang Sebesar 10%

12. Pusat Kebugaran sebesar 10%

13. Jasa Pemandu Lagu Sebesar 30%
Sebagai gambaran. dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak Hiburan Kota Bandung  tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut: 

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2008

	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Hiburan Bioskop
	Rp 7.653.376.757

	02
	Hiburan Pagelaran Kesenian
	Rp 115.127.450

	03
	Hiburan Diskotik
	Rp 1.410.890.889

	04
	Hiburan Karauke
	Rp 4.856.178.426

	05
	Hiburan Klub Malam
	Rp 817.382.551

	06
	Hiburan Sirkus/Akrobat/Sulap
	-

	07
	Hiburan Permainan Bilyard
	Rp 971.080.570

971.080.570

	08
	Hiburan Permainan Bowling
	Rp 191.713.950

	09
	Hiburan Permainan Ketangkasan
	Rp1.219.605.227

	10
	Hiburan Panti Pijat/Refleksi
	Rp1.353.026.989

	11
	Hiburan Kebugaran/Fitnes
	Rp 141.877.572

	12
	Hiburan Pertandingan Olah Raga
	Rp 66.966.130

	13
	Hiburan Tempat Rekreasi
	Rp 812.003.420

	14
	Hiburan Kolam Renang
	Rp 387.078.186

	15
	Hiburan Gedung Kesenian
	Rp 554.350

	Jumlah Pajak Hiburan
	Rp19.995.781.467


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.
Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 19.995.781.467,00., yang terdiri dari 15 jenis hiburan.
4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2008.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan intensifikasi. Dalam rangka meningkatkan intensifikasi Pajak Reklame sebagaimana tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Bandung sebagaimana tersebut perlu disempurnakan dan disesuaikan, untuk pelaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud perlu mengatur kembali tentang Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyakini, reklame indoor dimungkinkan menjadi tambahan sumber pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

1. Reklame papan/billboard.

2. Reklame Kain.

3. Reklame Melekat (stiker).

4. Reklame Selebaran.

5. Reklame Berjalan/kendaraan.

6. Reklame Udara.

7. Reklame Suara.

8. Reklame Film/slide.

9. Reklame Perayaan.

Objek Pajak Reklame yang dikecualikan adalah:

1. Reklame Internet, Tv, Radio, Warta Harian/Mmingguan/bulanan

2. Reklame khusus untuk kegiatan Sosial, Pendidikan, Keagamaan, dan Politik.
Subjek Pajak Reklame adalah orang / pribadi / badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib Pajak reklame adalah orang / pribadi / badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif Pajak Reklame sebesar 25%.
Sebagai gambaran. dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak Reklame Kota Bandung  tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut: 
Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2008

	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Reklame Papan/Billboard
	Rp 14.621.784.700

	02
	Reklame Kain/Spanduk
	Rp  930.565.388

	03
	Reklame Berjalan/Kendaraan
	Rp 578.377.500

	04
	ReklameUdara/Balon
	Rp 9.750.000

	05
	Reklame Bando Jalan
	Rp 462.625.000

	06
	Template <=10
	Rp40.200.000

	Jumlah Pajak Reklame
	Rp.16.663.702.588


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.
Dari tabel di atas dapat dilihat realisai penerimaan pajak reklame Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 26.663.702.588,00., yang terdiri dari enam jenis reklame yang di kenakan pajak.
4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung Tahun 2008.

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.28 Tahun 2002 Tentang Penerangan Jalan. Objek dari pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, sedangkan yang menjadi subjek dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
Secara mudahnya yang dimaksudkan dengan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) itu adalah sejenis pungutan berupa pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukum dari PSD ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Penetapan besarnya PPJU ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan kewenangan Pemda dan DPRD setempat yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah.
Peranan PLN dalam masalah PPJU ini adalah untuk memungut dan mengumpulkan PPJU yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi No.71.A Tahun 1993 dan No.2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993.
Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.28 tahun 2002 tentang Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik bukan untuk golongan industri yang berasal dari PLN sebesar 4,5%.
2. Penggunaan tenaga listrik untuk golongan industri/usaha yang berasal dari PLN sebesar 3%.

3. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN sebesar 9%.

Sebagai gambaran. dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak Reklame Kota Bandung  tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut:
Tabel 4.5
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Bandung Tahun 2008

	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Pajak Penerangan Jalan Umum/PJU
	Rp 50.283.640.386

	Jumlah Pajak Penerangan Jalan Umum/PJU
	Rp 50.283.640.386


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.
Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan  Kota Bandung Tahun 2008 adalah sebesar Rp 50.283.640.386,00., yang merupakan pungutan berupa pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN.
4.6 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang diantaranya adalah pajak parkir yang merupakan salah satu bentuk dari pajak daerah sebagai komponen dari sumber pendapatan daerah.
Dasar hukum dari pajak parkir 
· UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

· UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997

· Perda No.13 tahun 2001 tentang pajak parkir
Parkir adalah keadaan tidak bergerak atas suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan dan/atau dikelola baik oleh perorangan ataupun badan hukum yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta temple yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
Objek dari pajak parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang meliputi:

1. Pelataran dan/atau taman-taman parkir.

2. Gedung-gedung atau bangunan sebagai fasilitas.

3. Pajak parkir dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum.
Sedangkan yang tidak termasuk untuk pajak parkir adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah atau perusahaan daerah. Subjek dari pajak adalah orang pribadi atau badan hukum suasta yang memberikan fasilitas parkir, dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
Tingkat pungutan jasa parkir didasarkan pada frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir yang dikelola oleh perorangan dan atau badan hukum swasta,sedangkan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan yang dilayani meliputi:

1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya Rp 1000

2. Bus, Truk, dan Alat Besar Rp 2000

3. Sepedah Motor.

Wilayah pemungutan pengenaan pajak dan tata-cara   pemungutan

Pajak parkir dipungut dari terhutang diwilayah daerah yang dipergunakan sebagai objek tempat parkir. Setiap pengeluaran karcis pajak parkir yang dikeluarkan oleh perorangan ataupun swasta, baru dapat dioperasionalkan setelah mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan Daerah. Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pajak parkir dihitung dari terhutang baik perorangan maupun badan hukum swasta sebesar 20% dari perolehan hasil bersih sesuai dengan jumlah karcis yang keluar, waktu pengenaan pajak bagi terutang adalah pada saat ditetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, pungutan pajak tidak dapat d borongkan. Masa brlakunya pajak parkir digedung adalah selama 2 (dua) jam, selebihnya dapat diberikan tambahandalam 1 (satu) jam pertama sebesar Rp.200,-.

Pembayaran pajak parkir terutang harus melunasi dimuka bersama-sama pada saat karcis diporporasi. Pembayaran pajak parkir terutang telah dilunasi pada saat diterbitkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan 

Sebagai gambaran. dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak Parkir Kota Bandung  tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut:
Tabel 4.6
Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2008

	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Pajak Parkir
	Rp 5.206.427.588

	Jumlah Pajak Parkir
	Rp 5.206.427.588


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.
Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 5.206.427.588,00., yang dikenakan pada setiap pengeluaran karcis parkir.
4.7 Realisasi Penerimaan Pajak Denda Kota Bandung Tahun 2008.
Pajak Denda ditetapkan dengan Peraturan Daerah Untuk mengoptimalkan penerimaan setoran pajak tahun 2008 ini, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung  menerapkan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan pengawasan dan memberlakukan denda atas tunggakan pajak. 
Secara mudahnya yang dimaksudkan dengan Pajak Denda itu adalah sejenis pungutan berupa pajak yang dikenakan kepada WP yang terlambat membayar, yaitu lewat 30 hari setelah masa pajak berakhir dan lewat 30 hari setelah surat ketetapan pajak diterima WP,” jelasnya. Mengenai besarnya denda, ditetapkan sebesar 2% setiap bulan dari nilai utang pokok pajak yang belum disetorkan, lebih jauh dijelaskan yang dikenakan denda adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.18 tahun 1997 jo Undang-Undang No.34 Tahun 2000, bahwa “dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbul kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya”. Dengan demikian berarti tujuan dari pembentuk undang-undangn mengadakan sanksi pidana dalam undang-undang, adalah untuk dapat dipatuhi atau tegaknya ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah yang dijabarkan pada Perda oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sebagai gambaran. dapat dilihat keadaan realisasi penerimaan pajak Denda Kota Bandung  tahun 2008 seperti tertera pada tabel  berikut:
Tabel 4.7
Penerimaan Pajak Denda Kota Bandung Tahun 2008
	No
	Uraian
	Penerimaan

	01
	Denda Hotel
	Rp 12.973.772

	02
	Denda Restoran
	Rp 12.580.198

	03
	Denda Hiburan
	Rp 6.082.826

	04
	Denda Reklame
	Rp 245.606

	05
	Denda Parkir
	Rp 4.010.140

	Jumlah Pajak Denda
	Rp.35.892.542


Sumber: Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2008.

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Denda Kota Bandung Tahun 2008 sebesar Rp 16.892.542,00., yang dikenakan pada setiap Wajib Pajak (WP) Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir yang terlambat membayar, yaitu lewat 30 hari setelah masa pajak berakhir dan lewat 30 hari setelah surat ketetapan pajak diterima oleh  wajib pajak.
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